
 
 
 
 

 

KABUPATEN WONOSOBO 

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR 

KECAMATAN WATUMALANG 
NOMOR : 140/14/2022 

TENTANG 

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2023 

 
KEPALA DESA BANYUKEMBAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Daftar 
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah 
Desa Banyukembar; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
informasi publik, maka Pemerintah Desa Banyukembar 
perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di 
Lingkungan Pemerintah Desa Banyukembar 
Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6327); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 



  dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita 
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899); 

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82); 

17. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengeloaan Transparansi Informasi dan 
Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa 
Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 
Nomor 
7); 

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Wonosobo; 

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Desa Banyukembar Nomor: 
489.1/1/2022 tentang Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi 
atas Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang 
Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa 
Banyukembar Tahun 2023; 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
 

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan 
Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2023. 



KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Banyukembar 

pada tanggal 30 Desember 2022 

KEPALA DESA BANYUKEMBAR 

 
 
 

 
MUSLIHATUN 



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar 
Nomor : 140/14/2022 
Tanggal : 30 Desember 2022 

 
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN 
PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR 

TAHUN 2023 
 

NO. 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
DASAR HUKUM 

PENGECUALIAN INFORMASI 
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

JANGKA WAKTU 
DIBUKA DITUTUP 

1. Informasi yang 
mengungkapkan rahasia 
pribadi: 

    

a. Data Pribadi Penduduk 
meliputi : Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), 
keterangan tentang cacat 
fisik/mental, sidik jari, iris 
mata, tanda tangan, 
elemen data lainnya yang 
merupakan aib seseorang 

- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Pasal 17 huruf h; 
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; 

- Dapat mengungkap rahasia 
pribadi seseorang 
- Bertentangan dengan hak 
pribadi/privasi yang berpotensi 
disalahgunakan 

- Dapat menjaga rahasia pribadi 
seseorang 

Dapat dibuka untuk kepentingan 
penyidikan 

b. Data pelapor pada sistem 
informasi pengaduan 
masyarakat 

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang keterbukaan informasi publik 
Pasal 17 huruf h; 
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman RI pasal 24 
- Undang-Undang 27 Tahun 2022 
tentang Perlindungan Data Pribadi 

- Dapat mengungkapkan 
rahasia pribadi seseorang 

- Dapat menjaga rahasia pribadi 
seseorang 

Dapat dibuka untuk kepentingan 
penyidikan 

2. Informasi yang mengungkap 
data proses pemeriksaan/, 
meliputi: 
- Naskah Hasil Pemeriksaan 
(NHP) 
- Temuan Pemeriksaan 
- Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dan Tindaklanjutnya 

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Pasal 17 huruf a dan huruf i; 

- Dapat menghambat proses 
pencapaian pelaksanaan 
kebijakan 

- Dapat memperlancar proses 
pencapaian pelaksanaan 
kebijakan 

Dapat dibuka untuk kepentingan 
penyidikan 



 

NO. 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
DASAR HUKUM 

PENGECUALIAN INFORMASI 
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

JANGKA WAKTU 
DIBUKA DITUTUP 

3. Laporan keuangan Desa yang 
belum diaudit oleh Instansi 
Pemeriksa 

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 
34 
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 
huruf j 

- Menghambat kesuksesan 
kebijakan karena adanya 
pengungkapan secara 
prematur 

- Membantu  mencapai 
keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan 

Dapat dibuka apabila sudah dilakukan 
pemeriksaan oleh Instansi Pemeriksa 

 
 

 

 


